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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian, pengumpulan data, dan analisis yang dilakukan 

terkait Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Akuntabilitas kinerja pelayan publik dalam melayani pembuatan E-KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi sudah dapat 

dikategorikan “Baik”. Akan tetapi, karena masih belum mencapai kategori 

“Sangat Baik”, berarti masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan 

dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Melawi. beberapa hal tersebut seperti yang berkaitan dengan 

Ketanggapan/Keterampilan pegawai, Keadilan pelayanan yang diberikan, 

Kesopanan Keramahan pegawai, Kepastian Jadwal pelayanan, Kenyamanan 

Keamanan lingkungan, dan Kinerja tiap pegawai. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pencapaian 

akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang “Baik” dalam melayani 

pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Melawi, yakni: 
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a. Faktor Pendukung 

1) SDM (Sumber Daya Manusia) pelayan publik/pegawai yang melayani 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

2) Adanya program Jemput Bola yang rutin diadakan dengan langsung 

turun ke desa-desa bahkan ke RS saat sangat dibutuhkan. 

3) Rutin melakukan survey terkait dengan indeks kepuasan masyarakat 

dengan menggunakan sistem periodik, yakni dilakukan tiap semester 

dalam 1 tahun. 

b. Faktor Penghambat 

1) Terbatasnya kesediaan blangko pembuatan E-KTP karena tidak bisa 

diproduksi sendiri, melainkan harus dikirim langsung dari Jakarta. 

2) Geografis Kabupaten Melawi yang tergolong cukup sulit dijangkau 

karena ada kecamatan dan desa yang masih belum ada jalan aspal atau 

beton alias masih tanah kuning ataupun harus melewati sungai dangkal. 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Melawi mengenai 

pentingnya membuat dan memiliki dokumen kependudukan, 

khususnya E-KTP. 

B. Saran 

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi 

Dapat lebih cekatan dalam memberikan pelayanan sehingga tidak 

membuat antrian panjang. Lebih menegaskan aturan terkait jam mulai 

pelayanan sehingga masyarakat tidak terlalu lama mengantri, bahkan dari 

pagi. 
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2. Untuk Masyarakat Kabupaten Melawi 

Bisa lebih mengoreksi diri untuk lebih memahami pentingnya 

dokumen-dokumen kependudukan, khususnya E-KTP, dengan 

melengkapi kekurangan dokumen kependudukan dan rutin melakukan 

pembaruan jika dibutuhkan, misalnya segera memperbarui KK jika ada 

penambahan atau pengurangan anggota keluarga. Dengan begitu, 

masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam rangka mencapai 

tertib administrasi kependudukan daerah. 
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